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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Kecamatan Arjasa Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa disusun sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa ini merupakan bentuk akuntabilitas
publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media
informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk
memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator

yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan
evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan

efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Fgbruari 2026
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa tahun 2025 menyajikan 2 analisis

dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

a.

berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjain Kinerja tahun 2025 awal,

disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2

Tujuan, dan 4 sasaran

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjain Kinerja Perubahan tahun

2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2

sasaran

Rincian

realisasi

indikator

kinerja pada PK 2025 vyang disusun

No | Tujuan / Sasaran Indikator Target Realisasi % Capaian
Kinerja
1 | Meningkatnya Jumlah 4 Dokumen | 4 Dokumen 100%
penataan organisasi | dokumen
pemerintah daerah dan | penataan
tata laksana | organisasi
penyelenggaraan dan tata
pemerintahan dan | laksana
pelayanan publik pemerintah
daerah
2 | Meningkatnya Indeks 85 93,26 109%
Kepuasan Masyarakat | Kepuasan
dalam hal Pelayanan | Masyarakat
Publik yang merata dan
berkualitas di
Kecamatan Arjasa
3 | Meningakatnya Persentase 100% 100% 100%
fasilitasi kesejahteraan | Fasilitas
masyarakat di | peningkatan
Kecamatan kesejahteraan
masyarakat
yang
dilaksanakan
4 | Terjaganya ketertiban | Persentase 100% 100% 100%
umum dan | tingkat
ketentraman penyelesaian
masyarakat di | laporan dan
kecamatan pelanggaran
ketertiban
umum  serta

ketentraman




masyarakat

Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
dan Aset daerah yang
profesional, efektif dan
efisien

Nilai Sakip
OPD

B (69)

85,84

124%

Meningkatnya
efektifitas  pencapaian
target kinerja perangkat
daerah

Persentase
Indikator
Program
tercapai

85%

74%

87%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan

bahwa:

berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama

dengan atau diatas 100%

Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi

dibawah 100%

Rincian

realisasi

indikator

kinerja pada PK 2025 vyang disusun

No | Tujuan / Sasaran Indikator Target Realisasi % Capaian
Kinerja
1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks 4,3 - -
Pelayanan Publik di | Pelayanan
Kecamatan Publik
Kecamatan
(Indeks)
2 | Meningkatnya Indeks 86 93,26 109%
Kepuasan Masyarakat | Kepuasan
terhadap Pelayanan | Masyarakat
Publik di Kecamatan (Indeks)
3 | Meningkatnya Presentase 100 % 74% 74%
akuntabilitas kinerja | Capaian
dan efektivitas | Kinerja
pencapaian target | Program
kinerja perangkat | yang
daerah Tercapai (%)
Nilai ~ Sakip 81 85,84 105%
Kecamatan
(Angka)

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan

bahwa:




- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama

dengan atau diatas 100%

- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi
dibawah 100%
Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi Kecamatan Arjasa, yaitu :

Dalam program kesejahteraan sosial pd kegiatan penyaluran bantuan untuk
peningkatan penurunan angka stunting dan.bumil kek terdapat perbedaan
data yang diterima di kecamatan dengan kenyataan lapangan misal sasaran
bantuan susu untuk anak stunting diatas umur 3 tahun sedangkan dilapangan
umur 1 sampai 3 tahun .

Tantangan dalam pencapaian angka indeks kepuasan masyarakat terhubung
tidak meratanya pengetahuan masyarakat tentang tehnologi penggunaan
gadget sehingga sangat diperlukan sosialisasi pada masyarakat pedesaan .
Mengingat saat ini musim.penghujan sangat rawan.tanah longsor karena
topografi kecamatan Arjasa sebagian adalah dataran tinggi rawan longsor
terutama Desa Kemuninglor dan Desa Kamal sangat diperlukan anggota
Tagana yang sigap dan.gesit .

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar

Rp.2.769.236.555 atau 74% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.711.570.028

Capaian Kinerja Kecamatan Arjasa diharapkan dapat meningkat dari tahun ke

tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan

tersebut.



BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan
bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP
merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam
Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan
[ atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

B. TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja

instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Arjasa pada tahun 2025 berpedoman
pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan di Kabupaten

Jember sebagai berikut :

(1). Kecamatan Arjasa merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka
melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan

Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum



(2). Kecamatan Arjasa dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di

wilayah kerja kecamatan.

(3). Kecamatan Arjasa mempunyai tugas :

a.
b.
c.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan bupati

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
dan/kelurahan

Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan
di wilayah kecamatan

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang
ada di kecamatan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

(4). Kecamatan Arjasa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

a.

Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;

Pelaksanaan penanganan konflik sosial;

Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi
pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerabh;

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di wilayah kecamatan;

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian
terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah
kecamatan,;

Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam



rangka pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa
berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan

desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;

I. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan
lembaga kemasyarakatan desa.

J. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa,
merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat
desa;

k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan
kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif.

|.  Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan
kerjasama desa dengan pihak ketiga;

m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa,
serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa;

n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta
pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah
Kecamatan;

0. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati
melalui pelayanan terpadu kecamatan;

p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan
kinerja dan disiplin pegawai;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5). Susunan organisasi Kecamatan Arjasa terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan :
- Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

- Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian



Seksi Pemerintahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

-~ ® 9 O

Seksi Pelayanan Umum

CAMAT
Sekretariat
[
I |
Kelompok Jabatan Fungsional Subbag Subbag
Perencanaan Umum dan
dan keuangan kepegﬁwaia
I I I I
Seksi Seksi Seksi Seksi Ketrentraman
Pelayanan Pemerintahan Pemberdayaan dan Ketertiban Umum
Umum Masyarakat dan
Kesra

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa di tahun
2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
- SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang
memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa
jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Arjasa yang dituangkan pada Keputusan
Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil
Kecamatan Arjasa yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian
pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 13 orang,

sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya



sebanyak 26 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13

orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Arjasa Tahun 2025
Jabatan Kebutuhan Bezetting L
> SD | SMA | D3 | S1 | s2 | ¥ SD/ SMA | D3 | S1 | S2
SMP
Jabatan Pimpinan -
Tinggi
Jabatan Administrasi
1. Administrator 2| - - -l -2 2 - - - -2
2. Pengawas 6| - - - 6 - | 4] - - 1
3. Pelaksana Bl 1 9 -8 -7 1 5 | -1 -1]5
Jabatan Fungsional -
Jumlah 26| 1] 9 | - |15 2]13] 1 5 [ 1] 4] 210

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Arjasa 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari
hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan
Arjasa belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di
Kecamatan Arjasa Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan
menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan
penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu

penyelesaian tugas.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber
daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan
prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas
pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Arjasa bertempat di JI. Sultan Agung No.70
Arjasa Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Arjasa mencukupi
karena Kondisi Gedung yang cukup terawat dengan baik .

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Arjasa adalah

sebagai berikut :




Tabel 1.2

Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Arjasa
Per 31 Desember 2025

No Sarana Prasarana Jumlah Kondisi J:Jdrgg’llh
1 | Tanah
- Tanah Bangunan Kantor 1 Baik o5
Pemerintah
- Tanah untuk Jalan Kabupaten 24 Baik
2 Bangunan Gedung
- Bangunan Gedung Kantor 9 Baik
Permanen
- Bangunan Gedung Pertemuan 2 Baik
Permanen 15
- Bangunan Gedung Tempat 2 Baik
Ibadah Permanen
- Rumah Negara Gol.lll Tipe C 2 Baik
Permanen
3 | Jalan,lrigasi dan Jaringan 25 Baik 25
4 | A.C. Split 21 Baik : 11
Kurang baik :4 21
Rusak : 6
5 | Camera Wall Box 1 Kurang Baik 1
6 | Kursi Kerja Pejabat Eselon llI 2 Baik : 1 2
Rusak : 1
7 | Kursi Besi/Metal 104 Baik : 100 104
Kurang Baik : 4
8 | Meja Kerja Pejabat Eselon llI 2 Baik : 1 2
Rusak : 1
9 | MejaKerja Kayu 32 Baik : 2 32
Rusak : 30
10 | Meja Tamu Biasa 4 Baik 4
11 | Sofa 12 Baik 12
12 | Lemari Kayu 2 Baik 2
13 | Rak Kayu 28 Baik : 25 o8
Kurang Baik : 3
14 | Lemari Sorok 11 Baik 11
15 | Lemari Kaca 5 Baik 5
16 | Kursi Putar 23 Baik : 20 23
Rusak : 3
17 | Meja Kerja Pejabat Eselon I 1 Baik 1
18 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural 23 Baik : 21 23
Rusak : 2
19 | Kursi Tamu 4 Baik 4
20 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 30 Baik : 5
Kurang Baik : 9 30
Rusak : 16
21 | Meja Rapat 8 Baik 8
22 | Meja Panjang 3 Baik : 1 3

Kurang Baik : 2




No

Sarana Prasarana

Jumlah

Kondisi

Jumlah

Ideal
23 | P.C Unit 5 Baik : 4 5
Rusak : 1
24 | Mesin Absensi 1 Rusak 1
25 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 1 Rusak 1
Inci)
26 | Rak Besi 1 Rusak 1
27 | Brandkas 2 Kurang Baik : 1 >
Rusak : 1
28 | Kipas Angin 1 Kurang Baik 1
29 | Radio 1 Rusak 1
30 | Televisi 4 Baik 4
31 | Amplifier 2 Rusak 2
32 | Loudspeaker 2 Baik : 1 5
Rusak : 1
33 | Computer Compatible 28 Baik : 6
Kurang Baik : 6 28
Rusak : 16
34 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 15 Baik : 7 15
Rusak : 8
35 :\/I_ESIN HITUNG/MESIN JUMLAH Lain- 1 Baik 1
ain
36 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 4 Baik : 1 4
Rusak : 3
37 | Lemari Besi/Metal 21 Rusak 21
38 | Kursi Rapat 29 Rusak 29
39 | Layar Film/Projector 1 Baik 1
40 | Papan Nama Instansi 1 Kurang Baik 1
41 | Mesin Pemotong Rumput 1 Kurang Baik
42 | Off Air TV Monitor 1 Rusak
43 | Meja Resepsionis 5 Kurang Baik 1
44 | Mesin Jahit 1 Rusak 1
45 | Kursi Fiber Glas/Plastik 9 Baik : 2
Kurang Baik : 6 5
Rusak : 1
46 | Unit Power Supply 1 Baik 1
47 | Sound System 1 Baik 9
48 | Antene Penerima VHF 1 Kurang Baik 1
49 | Megaphone 1 Baik 1
50 | Facsimile 1 Rusak 1
51 | MEUBELAIR Lain-Lain 2 Baik 1
52 | Lemari Es 1 Baik 1
53 | Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Baik 2
54 | ALAT DAPUR Lain-Lain 1 Baik 1
55 | Portable Water Pump 1 Baik 1
56 | Alat Penghancur Kertas 2 Rusak 1
57 | Bak Air 1 Rusak 1
58 | Lap Top 5 Baik 2
59 | Dispenser 1 Baik 1
60 | Tenda 4 Baik : 2 5
Kurang Baik : 2
61 | Sepeda Motor 3 Baik 1




No Sarana Prasarana Jumlah Kondisi Jlljdrgﬁh

62 | Sedan 1 Baik 4

63 | Scooter 1 Baik 3

64 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA 4 Baik 1
DUA Lain-Lain

65 | Alat Kedokteran Umum 2 Rusak 1

66 | Traffic Light 2 Baik 4
Jumlah 529 529

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Arjasa 2025

E. ISU STRATEGIS
Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang
signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam
jangka panjang.
Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Arjasa dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:
- Pelayanan Administrasi Kependudukan : Tingkat literasi masyarakat tentang
pentingnya dokumen kependudukan masih rendah.
- Tata Kelola Pemerintahan : Ketersediaan SDM aparatur yang belum merata
kompetensinya.
- Pembangunan Infrastruktur Wilayah : Jalan lingkungan, drainase, dan
fasilitas umum di beberapa desa masih memerlukan peningkatan kualitas.
- Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan : Masih terdapat
keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi tepat sasaran.
- Ketentraman dan Ketertiban Umum : Penegakan Perda dan pembinaan
masyarakat belum optimal.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup : Ancaman bencana alam (banijir, longsor)
dan mitigasi yang belum maksimal.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025
Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan
Arjasa Tahun 2025

No Saran / Rekomendasi Tindak Lanjut
Menindaklanjuti hasil evaluasi | Akan ditindak lanjuti dengan
kinerja internal maupun eksternal | Menganalisis faktor penghambat

1




No

Saran / Rekomendasi

Tindak Lanjut

sebagai bahan penyempurnaan
perencanaan tahun berikutnya
dengan melibatkan seluruh
bidang/level jabatan, serta
menyesuaikan strategi pencapaian
sasaran dengan memperhatikan isu
aktual dan faktor penghambat yang
teridentifikasi sebelumnya sehingga
mampu memberikan upaya
perbaikan untuk mengatasi kendala
tersebut yang akan dituangkan
dalam dokumen perencanaan
kinerja

utama yang menyebabkan ketidak
tercapaian target.

Menyusun dan
solusi/rencana

rekomendasi atas hasil capaian
kinerja yang terperinci sesuai
dengan kondisi/ isu/ hambatan yang
dihadapi saat itu, bukan secara
umum supaya setiap unit/satuan
maupun pegawai paham dan peduli
apa yang harus dilakukan agar
hambatan tersebut dapat diatasi
dan tidak terulang di periode

selanjutnya

menyajikan
perbaikan/

Akan ditindak lanjuti dengan
melakukan monitoring & evaluasi
untuk memastikan hambatan yang
sama tidak terulang melalui
mekanisme kontrol dan
pengawasan internal

Menggunakan hasil
kinerja  sebagai
penyusunan dan  penyesuaian
kebijakan baru dengan
mempertimbangkan capaian data
dan hasil analisis evaluasi kinerja
yang dilakukan secara berkala dan
berjenjang.

pengukuran
dasar dalam

Akan ditindak lanjuti dengan
Mengevaluasi efektivitas kebijakan
dalam mendukung pencapaian
kinerja.

Menetapkan mekanisme
pengukuran kinerja sebagai syarat
dalam pembahasan RKA (Rencana
Kerja dan Anggaran) terhadap
program yang menunjukkan
pencapaian rendah perlu dikaji
ulang sebelum diberikan anggaran
tambahan

Dokumen Perjanjian Kinerja
Individu sebagai  pengukuran
kinerja semua pegawai




No

Saran / Rekomendasi

Tindak Lanjut

Menjadwalkan reviu segera setelah
penyusunan laporan kinerja selesai,
sebelum dokumen disampaikan ke
pihak eksternal atau dipublikasikan,
kemudian dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Reviu yang berisi
temuan, saran perbaikan, serta
tindak lanjut yang perlu dilakukan.
Hasil reviu menjadi dasar revisi
laporan/penyesuaian lain  untuk
perbaikan kinerja

Akan ditindak lanjuti dengan
pembuatan jadwal reviu laporan
kinerja secara berkala

Menyajikan info yang mendetail
terkait keberhasilan maupun
kegagalan dalam mencapai target
kinerja disertai analisisnya termasuk
penyebab dan solusi yang akan
dilakukan untuk perbaikan ke
depannya

Monev dengan melibatkan pejabat
struktural.

Pimpinan OPD secara aktif
menjadikan evaluasi akuntabilitas
kinerja internal sebagai bagian dari
siklus peningkatan kinerja
organisasi, bukan hanya sekedar
formalitas pelaporan, serta
memantau dan  mengevaluasi
implementasi hasil evaluasi dengan
menyusun rencana aksi yang jelas
berdasarkan hasil evaluasi kinerja
internal sehingga capaian indikator
kinerja meningkat pada periode
setelah implementasi rekomendasi
dan masalah kinerja yang sama
tidak lagi berulang karena sudah
ditangani melalui tindak lanjut hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja
internal.

Akan ditindak lanjuti dengan
dilakukannya  pemantauan &
Evaluasi kinerja internal oleh
pimpinan.

Kecamatan Arjasa Kabupaten
Jember untuk segera menyusun
rencana aksi tindak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sampai triwulan 1l
tahun 2025.

Dokumen telah disusun

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Arjasa Tahun 2025 Triwulan 3
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk
konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat
Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat
Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan cascading kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Renstra (Perubahan) Th. 2021 -

RPJIMD 2021 - 2026 2026

1 | Misi : Membangun Tata Kelola
Pemerintahan yang kondusif antara
eksekutif, legistatif, masyarakat dan
komponen pembangunan daerah
lainnya

Tujuan : Meningkatkan Tatakelola
Pemerintahan yang Efektif, melalui
Sinergis dengan Seluruh Elemen

Pembangunan Daerah dan
Peningkatan Kualitas  Pelayanan

Publik.

Sasaran : Tujuan 1 :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola | Meningkatnya kualitas pengelolaan
pemerintahan yang profesional, | keuangan dan aset daerah yang
efektif, dan efisien. profesional, efektif, dan efisien.

2. Meningkatnya penataan organisasi | Sasaran:
pemerintah daerah dan tata laksana | Meningkatnya efektifitas pencapaian

target kinerja perangkat daerah
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penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Tujuan 2:

Meningkatnya penataan organisasi
pemerintah daerah dan tata laksana
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.

Sasaran:

1.

Meningkatnya kepuasan
Masyarakat dalam hal pelayanan
publik  yang marata dan
Berkualitas di Kecamatan Arjasa
Meningkatnya fasilitasi
kesejahteraan  masyarakat di
Kecamatan Arjasa

3. Terjaganya ketertiban umum dan

ketentraman  masyarakat di
Kecamatan Arjasa.

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

RPJIMD 2025 - 2029

Renstra Th. 2025 - 2029

Misi : Membangun Birokrasi Yang
Profesional, Humanis Dan Melayani
Serta Penerapan Teknologi Informasi
Untuk Meningkatkan Inovasi
Pelayanan Publik

Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan
Pelayanan Publik yang berkualitas
dan Inovatif

Sasaran : Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik yang Efektif dan
Inovatif.

Tujuan : Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di Kecamatan

Sasaran :

1.

Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan
Publik di Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja
dan Efektivitas Pencapaian target
kinerja perangkat daerah.
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Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana

tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis

Kecamatan Arjasa Tahun 2021-2026

Kecamatan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Target
Tujuan / Akhir
Noj  Sasaran ndikator 1 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Renstra
Strategis (2026)
1 | Meningkatnya Nilai  SAKIP B B B B B B B (70)
kualitas OPD (65) | (66) | (67) | (68) (69) (70)
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang
profesional,
efektif, dan
efisien.
2 | Meningkatnya Persentase - 80% |80% |85% |85% | 85% | 85%
Efektifitas Indikator
Pencapaian Program yang
Target Kinerja | tercapai
Perangkat
Daerah
Meningkatnya Jumlah - 4 4 4 4 4 Dok | 4 Dok
3 | penataan Dokumen Dok Dok | Dok Dok
organisasi Penataan
pemerintah Organisasi
daerah dan tata | dan Tata
laksana Laksana
penyelenggaraan | Pemerintah
pemerintahan Daerah
dan
pelayanan publik.
4 | Meningkatnya Indeks 80,37 | 76 85 80 85 100 100
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
dalam hal
Pelayanan Publik
yang Merata dan
Berkualitas di
Kecamatan
5 | Meningkatnya Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fasilitasi Fasilitasi
Kesejahteraan Kesejahteraan
Masyarakat di | masyarakat
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yang
dilaksanakan

Terjaganya
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarakat di
Kecamatan

Persentase
Tingkat
Penyelesaian
Laporan dan
Pelanggaran
Ketertiban
Umum serta
Ketentaraman
Masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber data : TC 25 Kecamatan Arjasa tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis

Kecamatan Arjasa Tahun 2025-2029

Kondisi Target Kinerja Sasaran pada Target

Tujuan / Sasaran . Awal/ Tahun Akhir

No Strategis Indikator Baseline Renstra
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 (2029)

1 | Meningkatnya Indeks 2,8 4,3 464 | 466 | 4,67 | 4,68 4,68

Kualitas Pelayanan

Pelayanan Publik | Publik Kecamatan

di Kecamatan (Indeks)

Meningkatnya Indeks Kepuasan 85,41 86 87 88 89 90 90

Kepuasan Masyarakat

Masyarakat (Indeks)

terhadap

Pelayanan Publik

di Kecamatan

Meningkatnya Presentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

akuntabilitas Capaian Kinerja

kinerja dan | Program yang

efektivitas Tercapai (%)

pencapaian target | Nilai Sakip 80,99 81 82 83 84 86 86

kinerja perangkat | Perangkat

daerah Daerah (Angka)

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Arjasa tahun 2025-2029
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B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas

fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun

2021-2026 .
Tabel 2.5 IKU Kecamatan Arjasa Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026
BIDANG
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KERJAUTAMA FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG| SUMBER DATA
DAN PENJELASAN
JAWAB
1. | Meningkatnya penataan | (Indikator Tujuan) Jumlah | Penjelasan Indikator : Camat Data penataan
organisasi pemerintah | Dokumen Penataan | Tersedianya Dokumen Penataan organisasi, kinerja
daerah dan tata laksana | Organisasidan Tata Laksana | Organisasi dan Tata Laksana pelayanan publik
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah, antara lain dan tata laksana
pemerintahan dan berupa :

pelayanan publik.

Dokumen LAKIP

Dokumen Anjab (antara lain
berupa  dokumen  anjab,
beserta dokumen ABK, dan
peta jabatan)

Dokumen Penataan
Organsasi/ kelembagaan
antara lain berupa data
pengisian evaluasi mandiri
kematangan organisasi,

laporan sistem kerja

15




BIDANG
KINERJA UTAMA INDIKATOR KERJAUTAMA FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG| SUMBER DATA
DAN PENJELASAN JAWAB

e Dokumen Pelayanan Publik
dan Tata Laksana (antara lain
berupa dokumen Standar
Pelayanan, dokumen SOP
pelayanan publik, laporan
Survei Kepuasan Masyarakat,
laporan Forum Konsultasi
Publik/[FKP, peta proses
bisnis)

Meningkatnya Kepuasan | Indeks KepuasanMasyarakat |Penjelasan Indikator : - Seksi SUKMA-E
Masyarakat dalam hal 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | Pemerintahan
Pelayanan Publik yang (IKM) merupakan data dan |- Seksi

Merata dan Berkualitas di informasi  tentang  tingkat Pelayanan

Kecamatan kepuasan masyarakat terhadap Umum
pelayanan publik - Seksi PMKS

2. Perhitungan nilai IKM datanya | - Seksi Trantib
diinput dan diolah
menggunakan melalui Sistem
Informasi (e-SUKMA)

3. Indeks Kepuasan Masyarakat
berpedoman pada
PermenPANRB nomor 14
tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan
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NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KERJAUTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN
DAN PENJELASAN

BIDANG
PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Masyarakat  Unit

Publik

Pelayanan

4. Unsur pelayanan yang dinilai

dalam IKM, meliputi :

e Kesesuaian persyaratan

e Sistem, mekanisme dan
prosedur pelayanan

e Waktu penyelesaian

e Biaya/ tarif

e Produk Spesifikasi,
Pelayanan

e Kompetensi pelaksana

e Perilaku pelaksana

e Penanganan pengaduan ,
saran dan masukan

e Kualitas sarana
prasarana

Jenis

dan

Fasilitasi
Masyarakat

Meningkatnya
Kesejahteraan
Kecamatan

Persentase Fasilitasi
Kesejahteraan masyarakat
yang dilaksanakan

Formulasi Kegiatan :

Jumlah kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang difasilitasi
x 100%

Jumlah kegiatan pemberdayaan

masyarakat
direncanakan

yang ditargetkan/

Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Sosial

Dokumen laporan
fasilitasikegiatan
pemberdayaan
masyarakat
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NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KERJAUTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN
DAN PENJELASAN

BIDANG
PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Penjelasan :

- Kegiatan pemberdayaan
Masyarakat adalah seluruh
kegiatan pemberdayaan
ekonomi dan sosial

masyarakat, antara lain berupa
pelatihan keterampilan,
sosialisasi, fasilitasi penyaluran
bantuan bahan /alat

Terjaganya ketertiban
umum dan
masyarakat di Kecamatan

ketentraman

Persentase Tingkat
Penyelesaian Laporandan
Pelanggaran
Ketertiban Umum serta
Ketentaraman Masyarakat

Formulasi Perhitungan :
Jumlah laporan/ aduan
pelanggaran ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat yg
diselesaikan.

x 100%
Jumlah laporan/ aduan
pelanggaran ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat yg
masuk

Penjelasan indikator :
Laporan/aduan pelanggaran
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat yang
masuk adalah berdasarkan

Seksi Trantib

Dokumen
laporan/ aduan
pelanggaran
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarat di
kecamatan
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NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KERJAUTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN
DAN PENJELASAN

BIDANG
PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Laporan gangguan Kketertiban
dan ketentraman umum melalui
berbagai media pengaduan
antara lain laporan langsung
(lisan) , surat pengaduan,
melalui pesan singkat pada
nomor WA pengaduan, SPAN
Lapor ataupun media sosial
kecamatan.

Meningkatnya
pengelolaan keuangan dan
yang

aset

profesional,

daerah
efektif,

efisien.

kualitas

dan

(Indikator Tujuan)Nilai
SAKIP OPD

Penjelasan Indikator :

1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai
Hasil evaluasi atas
implementasi AKIP PD yang
penilaiannya dilakukan oleh
evaluator Kabupaten Jember

2. Kategori dan nilai hasil evaluasi
AKIP berpedoman pada
PermenPANRB nomor 88
tahun 2021 dan Pedoman
Evaluasi Internal di Pemkab
Jember

Camat

Laporan Hasil
Evaluasi  AKIP
dari Inspektorat

Meningkatnya Efektifitas

Pencapaian Target Kinerja

Perangkat Daerah

Persentase Indikator
Program yang tercapai

Formulasi perhitungan:
Jumlah indikator program yang
tercapai.

x 100%

Sekcam

Data Pelaksanaan
Program
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NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KERJAUTAMA

FORMULASI PERHITUNGAN
DAN PENJELASAN

BIDANG
PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Jumlah seluruh indikator program
Penjelasan indikator:

Indikator program adalah
indikator seluruh program PD
yang direncanakan pada tahun
2024 berdasarkan dokumen
renja, dan DPA

Sumber : Keputusan Camat Arjasa no : 000.8.6.3/ 04 /35.09.22/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa
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Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali
IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut:
Tabel 2.6 IKU Kecamatan Arjasa Berdasarkan Renstra 2025-2029

INDIKATOR
TUJUAN / FORMULASI PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA JAWAB
UTAMA

1 Meningkatnya Indeks IPP = (75% x a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah | Dokumen Camat

Kualitas Pelayanan nilai form 02) + instrumen penilaian kualitas pelayanan publik | penetapan  Nilai

Pelayanan Publik (25% x nilai form yang dikembangkan Kementerian | IPP Tim

Publik di Kecamatan. 03) Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan | Organisasi

Kecamatan (Indeks) Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen
Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks
hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat
Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan
review oleh Tim Pengolah Data Bagian
Organisasi

c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri
perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas
pelayanan publik, vyaitu Aspek kebijakan
pelayanan, aspek profesionalisme, sarana
prasarana, sistem informasi, konsultasi /
pengaduan, dan inovasi
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NO

TUJUAN/
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Form 03 adalah form isian dari masyarakat/
pengguna layanan perangkat daerah dan unit
pelayanan publik

Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian
Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat
Daerah dengan pembobotan per aspek :

Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek
sebagai berikut :

Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)
Proses penyusunan dan perubahan SP telah
melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)
Jumlah media publikasi untuk komponen
service delivery. (bobot 7,0%)

Telah dilakukan peninjauan ulang secara
berkala atas Standar Pelayanan dan hasil
peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti.
(bobot 14,0%)

Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan
(ketersediaan, penetapan, dan publikasi).
(bobot 10,0%)

SKM vyang dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)
Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot
7,0%)
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NO

TUJUAN/
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER DATA

PENANGGUNG
JAWAB

e Persentase tindak lanjut hasil SKM yang
ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)

o Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh
jenis pelayanan (bobot 7,0 %)

Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)

e Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan
pengguna layanan (bobot 10,0%)

e Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku
Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di
lingkungan instansi (bobot 20,0%)

o Tersedia mekanisme yang dibangun untuk
menjaga dan meningkatkan motivasi kerja
Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)

o Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi
pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)

¢ Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya
pelayanan (bobot 30,0%)

Aspek Sarana dan Prasarana (18%)
o Tersedia tempat parkir dengan fasilitas
pendukung yang memadai. (bobot 15%)
¢ Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas waijib
dan pelengkap.(bobot 23%)
¢ Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang
layak pakai. (bobot 20%)
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NO

TUJUAN/
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER DATA

PENANGGUNG
JAWAB

e Tersedia sarana prasarana bagi pengguna
layanan kelompok rentan (bobot 20%)

e Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot
11%)

e Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di
unit layanan. (bobot 11%)

Aspek SIPP (Bobot 11%)

e tersedia sistem informasi pelayanan publik
untuk informasi publik (bobot 30,0%)

o Tersedia sistem informasi pelayanan publik
pendukung operasional pelayanan (bobot
20,0%)

o Kualitas penggunaan SIPP  Elektronik
(Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)

¢ Pemuktahiran data dan informasi kanal digital
(bobot 30,0%)

Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)

e Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
secara tatap muka yang berkualitas (bobot
20,0%)

e Tersedia sarana dan media konsultasi serta
pengaduan yang bisa diamnfaatkan semua
lapisan masyarakat (bobot 25,0%)
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NO

TUJUAN/
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Tersedia  akuntabilitas hasil  konsultasi
dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)

Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan
pengaduan dari semua lapisan masyarakat.

(bobot 30,0%)

Aspek Inovasi (12%)

Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%
Sumber daya yang mendukung keberlanjutan
Inovasi Pelayanan Publik 50%

Kategori dan Nilai IPP :

Kategori A (4,51 — 5,00) = Pelayanan Prima
Kategori A- (4,01 — 4,50) = Sangat Baik
Kategori B (3,51 — 4,00) = Baik

Kategori B (3,01 — 3,50) = Baik (DC)

Kategori C (2,51 — 3,00) = Cukup

Kategori C- (2,01 — 2,50) = Cukup (DC)
Kategori D (1,51 — 2,00) = Prioritas Pembinaan
Kategori E (1,01 — 1,50) = Prioritas Pembinaan

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(Indeks)

IKM = Total dari
(nilai persepsi x
nilai penimbang) /
Total penimbang
dari seluruh
pertanyaan yang
terisi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan
data dan informasi tentang Tingkat kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan publik
Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah
Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-
SUKMA)

e-SUKMA
Perangkat
Daerah

Camat
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INDIKATOR

TUJUAN / FORMULASI PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA JAWAB
UTAMA
Nilai Mutu | c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada
Pelayanan = IKM/ Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017
Nilai Persepsi tentang Pedoman  Penyusunan  Survei

Pelayanan x 100

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM

meliputi :

- Kesesuaian pelayanan

- Sistem, Mekanisme dan prosedur

- Waktu Pelayanan

- Biaya/Tarif

- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan

- Kompetensi pelaksana

- Perilaku pelaksana

- Penanganan pengaduan, saran dan

masukan

- Kualitas sarana dan prasarana

e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :
e Kategori A (88,31 — 100) = Sangat Baik
e Kategori B (76,61 — 88,30) = Baik
e Kategori C (65,00 — 76,60) = Kurang Baik
e Kategori D (25,00 — 64,99) = Tidak Baik
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Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

INDIKATOR
TUJUAN / FORMULASI PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA JAWAB
UTAMA
Meningkatnya NILAI SAKIP | Nilai SAKIP diukur pada 4 | e Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi | Laporan Hasil | Camat
Akuntabilitas Perangkat (empat) komponen, Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan | Evaluasi  SAKIP
Kinerja dan | Daerah dengan bobot penilaian AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat
Efektivitas per komponen, yaitu e Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan
Pencapaian a. Perencanaan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Target Kinerja nilai total 30 (tiga dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang
Perangkat Daerah puluh); Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
b. Pengukuran Kinerja, Pemerintah, yaitu :
nilai total 30 ( tiga | Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan
puluh); Predikat A (Nilai >80 — 90) : Memuaskan
c. Pelaporan Kinerja, | Predikat BB (Nilai >70 — 80) : Sangat Baik
nilai total 15 (lima | Predikat B (Nilai >60 — 70) : Cukup Memadai
belas ); dan Predikat C (Nilai >30 — 50) : Kurang
d. Evaluasi Internal, nilai | Predikat D (Nilai >0 - 30) : Sangat Kurang
total 25 nilai (dua
puluh lima).
Dengan sub komponen
masing masing aspek :
Keberadaan 20%
Kualitas 30%
Pemanfaatan 50%
Presentase Capaian Realisasi Kinerja x 100% Laporan Kinerja | Camat

Kinerja Program yang
Tercapai (%)

Target Kinerja

Kecamatan

Sumber : Keputusan Camat Arjasa No: 000.7.2.7/477/35.09.22/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Indikator Kinerja Kecamatan Arjasa
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja
menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan
hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025,
berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Arjasa tahun 2021-2026
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1) 2 3) (4)
1 | Meningkatnya penataan | Jumlah dokumen penataan| 4 Dokumen
organisasi pemerintah daerah | organisasi dan tata laksana
dan tata laksana | pemerintah daerah
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik
2 | Meningkatnya Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat 85
Masyarakat dalam hal
Pelayanan Publik yang merata
dan berkualitas di Kecamatan
Arjasa
3 | Meningakatnya fasilitasi | Persentase Fasilitas 100%
kesejahteraan masyarakat di | peningkatan kesejahteraan
Kecamatan masyarakat yang dilaksanakan
4 | Terjaganya ketertiban umum | Persentase tingkat 100%
dan ketentraman masyarakat di | penyelesaian laporan dan
kecamatan pelanggaran ketertiban umum
serta ketentraman masyarakat
5 | Meningkatnya kualitas | Nilai Sakip OPD B (69)
pengelolaan keuangan dan Aset
daerah yang profesional, efektif
dan efisien
6 | Meningkatnya efektifitas | Persentase Indikator Program 85%
pencapaian target  kinerja | tercapai
perangkat daerah

Sumber : Dokumen PK tahun 2025
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Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas,

dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

Jumlah

Anggaran
Rp. 3.331.967.018,00
Rp.  388.800.000,00
Rp.  592.733.000,00

Rp. 58.800.000,00

Rp. 4.372.300.018,00

Keterangan
APBD
APBD
APBD

APBD

APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Arjasa melaksanakan penyusunan Perubahan

Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan

Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Arjasa Tahun 2025

TUJUAN / SASARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1) 2 3) (4)
1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Pelayanan Publik 4,3
Pelayanan Publik di | Kecamatan (Indeks)
Kecamatan
2 | Meningkatnya  Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat 86
Masyarakat terhadap | (Indeks)
Pelayanan Publik di
Kecamatan
3 | Meningkatnya akuntabilitas | Presentase Capaian Kinerja 100 %
kinerja  dan  efektivitas | Program yang Tercapai (%)
pencapaian target kinerja | Nilai Sakip Kecamatan (Angka) 81

perangkat daerah

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas,

dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :
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Program Anggaran Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Rp. 2.916.838.028,00 P-APBD

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Rp. 388.800.000,00 P-APBD

Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 387.132.000,00 P-APBD
Desa dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Rp. 18.800.000,00 P-APBD
Ketertiban Umum

Jumlah Rp. 3.711.570.028,00 P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran.
Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam
rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas
Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel
berikut :
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Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

Anggaran
No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Awal Pergeseran Perubahan Bertambah/
(Rp) anggaran (Rp) (Rp) Berkurang (Rp)
1 2 3 4 5 6=(5-4)

1 PROGRAM PENUNJANG | Rp.3.331.967.018 Rp. 2.911.427.028 Rp.2.916.838.028 Rp.5.411.000
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

11 Kegiatan Administrasi Keuangan | Rp.2.309.099.118 Rp. 2.309.099.118 Rp.2.309.099.228 Rp.110
Perangkat Daerah

1.1.1 | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan | Rp.2.309.099.118 Rp. 2.309.099.118 Rp.2.309.099.228 Rp.110
TunjanganASN

1.2 Kegiatan Administrasi | Rp40.726.000 Rp. - Rp.15.000.000 Rp.15.000.000
Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1 | Sub kegiatan Pengadaan Pakaian | Rp40.726.000 Rp. - Rp.15.000.000 Rp.15.000.000
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa | Rp.875.636.100 Rp. 552.517.110 Rp.543.633.000 Rp.-8.884.110
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

1.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Rp.875.636.100 Rp. 552.517.110 Rp.543.633.000 Rp.-8.884.110
Pelayanan Umum Kantor

14 Kegiatan Pemeliharaan Barang | Rp.106.505.800 Rp. 49.810.800 Rp.49.105.800 Rp.-705.000
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Rp.68.408.200 Rp. 29.203.200 Rp.29.203.200 Rp.0

Pemeliharaan,Biaya
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No

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Anggaran Awal
(Rp)

Pergeseran
anggaran (Rp)

Anggaran
Perubahan

(Rp)

Bertambah/
Berkurang (Rp)

2

3

4

5

6=(5-4)

Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

1.4.2

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,BiayaPemeliharaan,P
ajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Rp.38.097.600

Rp. 20.607.600

Rp.19.902.600

Rp.-705.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Rp.388.800.000

Rp. 388.800.000

Rp.388.800.000

2.1

Koordinasi
Kegiatan
Tingkat

Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Kecamatan

Rp.388.800.000

Rp. 388.800.000

Rp.388.800.000

2.11

Sub Kegiatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Rp.388.800.000

Rp. 388.800.000

Rp.388.800.000

Rp.0

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Rp.592.733.000

Rp. 392.543.000

Rp.387.132.000

Rp.-5.411.000
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Anggaran Awal

Pergeseran

Anggaran

Bertambah/

No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rp) anggaran (Rp) Per?é)ghan Berkurang (Rp)
1 2 3 4 5 6=(5-4)
3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan | Rp.592.733.000 Rp. 392.543.000 Rp.387.132.000 Rp.-5.411.000

Pemberdayaan Desa
3.1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan | Rp.6.750.000 Rp. 6.750.000 Rp.1.364.000 Rp.-5.386.000
Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
3.1.2 | Sub Kegiatan Peningkatan | Rp.585.983.000 Rp. 385.793.000 Rp.385.768.000 Rp.-25.000
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4 PROGRAM KOORDINASI | Rp.58.800.000 Rp.18.800.000 Rp.18.800.000 Rp.0
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
4.1 Kegiatan Koordinasi Penerapan | Rp.58.800.000 Rp.18.800.000 Rp.18.800.000 Rp.0
dan PenegakanPeraturan Daerah
dan Peraturan KepalaDaerah
4.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi | Rp.58.800.000 Rp.18.800.000 Rp.18.800.000 Rp.0

dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan
Kepala Kecamatan Arjasa dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian
kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Kriteria Penilaian Kode
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja

1. 290 Sangat Tinggi

2. 76 <90 Tinggi hijau

3. 66 <75 Sedang Kuning muda

4, 51 <65 Rendah

5. <50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu
semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau
semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya,

maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Realisasi x 100
Target

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, yaitu

semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau
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semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka

capaian kinerjanya menggunakan rumus :

Capaian Kinerja = Target - (Realisasi-Target) x 100

Target

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/
AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian
Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan
perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis
(RPJIJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas
kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada
tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan
Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2

Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)
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Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

- Capaian Tahun 2025 Tren Realisasi Capaian
Kondisi — — — — — Target (Benchmark)
Tujuan / Sasaran _ Awal / Target | Realisasi % Kriteria | Realisasi | Realisasi | Realisasi Akhir s/d 2025 Target
No : Indikator . (kode) 2022 2023 2024 terhadap )
Strategis Baseline Renstra target Nasional/
- 2021 (2026) 2026 Regional
7= 13=6/12*1
1 2 3 4 5 6 6/5+100 8 9 10 11 12 00 14
1 | Tujuan 1 Nilai SAKIP B 69 85,84 | 124% 66 67 80,99 70 124% Target Nilai
Meningkatnya OPD (65) AKIP Rata
Kualitas Rata Nasional
Pengelolaan . 71 (BB/
Keuangan Aset Sangat Baik
Daerah yang
profesional, efektif
dan efisien
2 | Sasaran 1.1 % indikator - 85% 81% 95% 80 80 85 85 95% Tidak tersedia
Meningkatnya program  yang data
Efektivitas tercapai benchmark/
Pencapaian Target perbandingan
Kinerja Perangkat target nasional
daerah
3 | Tujuan 2 Jumlah - 4 4 100% 4 4 4 4 100% Tidak tersedia
Meningkatnya Dokumen Dokum | Dokumen Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen data
Penataan OPD | Penataan en benchmark/
dan Tata Laksana | Organisasi dan perbandingan
Penyelenggara Tata  Laksana target nasional
Pemerintahan dan | Pemerintah
Pelayanan Publik Daerah
4 | Sasaran2.1 Indeks 80,37 85 93,26 109% 83,24 82,89 85,41 100 109% Tidak tersedia
Kepuasan data
Masyarakat benchmark/
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- Capaian Tahun 2025 Tren Realisasi Capaian
Kondisi — — — — — Target (Benchmark)
Tujuan / Sasaran _ Awal / Target | Realisasi % Kriteria | Realisasi | Realisasi | Realisasi AKhir s/d 2025 Target
No . Indikator . (kode) 2022 2023 2024 terhadap .
Strategis Baseline Renstra target Na5|_onall
- 2021 (2026) 2026 Regional
7= 13=6/12*1
1 2 3 4 5 6 6/5+100 8 9 10 11 12 00 14
Meningkatnya perbandingan
Kepuasan target nasional
Masyarakat
5 | Sasaran 2.2 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak tersedia
Meningkatnya Fasilitas data
Fasilitasi peningkatan benchmark/
Kesejahteraan kesejahteraan perbandingan
Masyarakat masyarakat target nasional
yang
dilaksanakan
6 | Sasaran 2.3 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak tersedia
Terjaganya tingkat data
Ketertiban Umum | penyelesaian benchmark/
dan Ketentraman | laporan dan perbandingan
Masyarakat pelanggaran target nasional
ketertiban umum
serta
ketentraman
masyarakat
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B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1  “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang

profesional, efektif dan efisien.”
Diukur dengan indikator Nilai Sakip OPD

a.

Target tahun 2025 tercapai 85,84 dengan persentase capaian 124%. Dengan
demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 124%

c. Trenrealisasi menunjukkan pada tahun 2024 ada kenaikan yang sangat tinggi

d. Benchmark / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai SAKIP pada

RPJMN 2025-2029 yaitu 71. Dimana nilai SAKIP Kecamatan Arjasa tahun 2025
telah melampaui target nasional untuk nilai SAKIP.

Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Arjasa yang
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana
tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025
(surat nomor 700.1.2.1/ 12 /IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29-9-2025 perihal
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang
dilaksanakan sampai triwulan Ill Tahun 2025 pada Kecamatan Arjasa Kabupaten

Jember)

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang

profesional, efektif dan efisien.” didukung oleh sasaran Meningkatnya Efektifitas

Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.dengan Indikator Persentase Indikator

Program yang tercapai.

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah ”,

Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai

a.

Target tahun 2025 tercapai 81% dengan capaian 95%. Dengan demikian target
tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 95%

Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun
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d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data

untuk bencmark indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi /

rumus: Jumlah indikator program yang tercapai dibagi Jumlah seluruh indikator

program X 100%

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai

berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 1

Program/ K_eglatan/Sub Indikator Satuan Target | Realisasi %.
Kegiatan capaian

PROGRAM PENUNJANG | Persentase realisasi % 100% 54% 54%
URUSAN PEMERINTAHAN | anggaran
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Administrasi | Jumlah laporan Laporan 12 12 100%
Keuangan PerangkatDaerah pertanggungjawaban

keuangan
Sub kegiatan Penyediaan Gajidan | Jumlah Orang yang | Orang/Bulan | 13/14 13 100%
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN
Kegiatan Administrasi | Jumlah dokumen Dokumen 20 20 100%
Kepegawaian Perangkat Daerah | ketatausahaan dan

kepegawaian
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian | Jumlah Paket Paket 30 20 66%
Dinas beserta Atribut | Pakaian Dinas
Kelengkapannya beserta Atribut

Kelengkapan
Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah laporan Laporan 12 12 100%
Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Laporan 12 12 100%
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum

Kantor yang

Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang | Jumlah laporan Laporan 4 4 100%
Milik Daerah Penunjang Urusan | Pemeliharaan Barang
Pemerintahan Daerah Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Unit 1 1 100%

Pemeliharaan,Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan,dan Pajak | Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas | Jabatan yang
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Unit 3 3 100%

Pemeliharaan,BiayaPemeliharaan | Dinas Operasional
,Pajak dan Perizinan Kendaraan | atau Lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan | Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya

Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 pada tahun 2025
ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 54% sehingga % capaian adalah
sebesar 54%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinkronisasi program
kecamatan dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD)

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Efisiensi anggaran sehingga
penyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target
Kinerja Perangkat Daerah” tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya
target disebabkan:

a. Adanya perubahan kebijakan dan prioritas program

b. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,

c. Kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada tidak

optimalnya realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

a. Menjaga konsistensi dan kualitas perencanaan serta penganggaran, agar tetap
selaras dengan dinamika kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan prioritas
pembangunan daerah.

b. Penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM secara berkelanjutan
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C.

Optimalisasi pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk
integrasi data antar aplikasi/sistem, sehingga hasil pengukuran kinerja dapat

digunakan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan.

B. 2 Analisis Ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara

Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Pemerintah Daerah

a.

Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian Sangat Tinggi
Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)

adalah sebesar 100%

c. Tren realisasi menunjukkan Stabil

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data
untuk bencmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, Dokumen Penataan Organisasi dan Tata
Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : Dokumen LAKIP, Dokumen
Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta
jabatan), Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data
pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem Kkerja,
Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen
Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan

Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, dan peta proses bisnis

Tujuan : Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara

Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh sasaran :

1.

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata

dan Berkualitas di Kecamatan”

2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”
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B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang

Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

a.

Target tahun 2025 tercapai 93,26.Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian Sangat tinggi

Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 109%

c. Tren realisasi menunjukkan ada peningkatan dari tahun ke tahun

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data

untuk bencmark indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik . Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah
menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 2
I 0,
Program/ Kgglatan/ Indikator Satuan Target | Realisasi /o.

Sub Kegiatan capaian
Program Persentase % 100% 100% 100%
Penyelenggaraan Terselenggarakannya
Pemerintahan  Dan | pemerintahan dan
Pelayanan Publik pelayanan publik di

tingkat kecamatan
Kegiatan Persentase % 100% 100% 100%
Koordinasi permasalahan desa
Penyelenggaraan atau kelurahan yang
Pemerintahan di | ditindaklanjuti
Tingkat Kecamatan
Sub kegiatan Jumlah Dokumen | Dokumen 12 12 100%
Peningkatan Peningkatan Efektifitas
Efektifitas Kegiatan | Kegiatan Pemerintahan
Pemerintahan di | di Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan
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Kegiatan Pembinaan RT,RW

Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi kegiatan fisik Pembangunan desa
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Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi kegiatan fisik Pembangunan desa

0‘4‘
r Kecamatan Arjasa, Jawa Timur, Indonesia
L

Vawa +ppq aan, Candijati, Kec, Anasa, Kabupaten Jember,
i n Arjasa, Jawa Timur , Indenesia

PM GMT +07:00

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di
Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga
% capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Pemanfaatan hasil survei
kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
terhadap proses pelayanan.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Tingkat partisipasi
masyarakat dalam pengisian survei IKM yang masih terbatas, sehingga
persepsi kepuasan masyarakat belum sepenuhnya merepresentasikan

seluruh pengguna layanan.
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Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di
Kecamatan”

- Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, termasuk
dukungan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses
pelayanan.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala, termasuk
melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bahan perbaikan
berkelanjutan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi dan digitalisasi layanan, untuk mempercepat proses pelayanan serta

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

B. 2.2 Analisis ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang

dilaksanakan

a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian Sangat Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)
adalah sebesar 100%

c. Tren realisasi menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data
untuk bencmark indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, Persentase Fasilitasi Kesejahteraan
masyarakat yang dilaksanakan dihitung dengan formulasi / rumus Jumlah
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi dengan Jumlah
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan x 100%

f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :
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Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 3

Program/ Kgglatan/ Sub Indikator Satuan Target | Realisasi %.
Kegiatan capaian
PROGRAM Cakupan pemberdayaan % 100% 100% 100%
PEMBERDAYAAN desa dan kelurahan
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN
Kegiatan Koordinasi | Persentase % 100% 100% 100%
Kegiatan Pemberdayaan | terlaksananya kegiatan
Desa pemberdayaan desa
Sub Kegiatan Peningkatan | Jumlah Lembaga | Lembaga 10 10 100%
Partisipasi Masyarakat | Kemasyarakatan  yang
dalam Forum Musyawarah | Berpartisipasi dalam
Perencanaan Forum Musyawarah
Pembangunan di Desa Perencanaan
Pembangunan di Desa
Sub Kegiatan Peningkatan | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Efektifitas Kegiatan | Peningkatan Efektivitas
Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah | Masyarakat di Wilayah
Kecamatan Kecamatan

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya

Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator
Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan
sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar
100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinergi dan koordinasi yang
baik antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta lembaga
kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Kendala teknis dan
administratif dalam pelaporan kegiatan yang memerlukan penyesuaian

dengan sistem yang berlaku.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya

Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :
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Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah serta komitmen lintas sektor
dalam pelaksanaan program fasilitasi kesejahteraan masyarakat.

Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, pemerintah
desa/kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

Perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan kapasitas sumber daya
manusia aparatur dan masyarakat agar pelaksanaan program kesejahteraan
dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Penguatan inovasi program serta pemanfaatan teknologi informasi untuk
meningkatkan efektivitas fasilitasi dan menjangkau seluruh Ilapisan

masyarakat secara merata.

B. 2. 3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di

Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan

Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat

a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan

kriteria capaian Sangat tinggi
Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026)

adalah sebesar 100%

c. Tren realisasi menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun

f.

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada
data untuk bencmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan
dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat dihitung
dengan formulasi/ rumus Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan dibagi dengan Jumlah
laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
yg masuk x 100%

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai
berikut :
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Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/

%

. Indikator Satuan | Target | Realisasi :

Sub Kegiatan capaian
PROGRAM Terlaksananya % 100% | 100% 100%
KOORDINASI koordinasi
KETENTRAMAN DAN | ketenteraman dan
KETERTIBAN ketertiban umum di

tingkat kecamatan

Kegiatan Koordinasi | Cakupan Penerapan % 100% | 100% 100%
Penerapan dan | dan Penegakan
Penegakan Peraturan | Peraturan Daerah
daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Sub kegiatan Jumlah Laporan Laporan 12 12 100%

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban dengan indikator terlaksananya

koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan

indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat
kecamatan

- pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga %
capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Tersedianya dukungan
anggaran dan sarana pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
koordinasi.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan jumlah
personel dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan

dan penertiban secara optimal.
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Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Terjaganya

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

- Komitmen dan peran aktif aparatur kecamatan dalam pelaksanaan
pengawasan, pembinaan, serta fasilitasi kegiatan ketertiban umum.

- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan.

- Dukungan kebijakan, perencanaan, serta ketersediaan anggaran yang
memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan
ketertiban umum.

- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin sehingga potensi
gangguan ketertiban dapat diantisipasi sejak dini.

- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- Keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana pendukung dalam
pelaksanaan pengawasan ketertiban secara optimal.

- Perbedaan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan
yang berlaku.

- Perlunya peningkatan sinergi lintas sektor dan penguatan peran masyarakat

dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban umum.
B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan

analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No

Sasaran dan L Anggaran Program Pendukung
. Kinerja
Indikator Sasaran
Sasaran Target | realisasi % Target realisasi %

Kategori
Efisiensi

5= 8=7/6
2 3 4 4/3*100 6 ! *100 9

Sasaran :
Meningkatnya
Efektifitas
Pencapaian
Target Kinerja
Perangkat
Daerah
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No

Sasaran dan
Indikator
Sasaran

Kinerja

Anggaran Program Pendukung

Sasaran

Target

realisasi

%

Target

realisasi

%

Kategori
Efisiensi

2

4

5=
4/3*100

6

7

8=7/6
*100

9

Indikator :
Persentase
Indikator
Program yang
tercapai

85%

81%

95,29%

Rp.
2.916.838.028

Rp.
1.592.846.10
8

54,60
%

Tidak
efisien

Sasaran :
Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
dalam hal
Pelayanan
Publik yang
Merata dan
Berkualitas di
Kecamatan

Indikator :
Indeks
Kepuasan
Masyarakat

85%

93,26%

109%

Rp.
388.800.000,

Rp.
258.600.000

66,51
%

efisien

Sasaran :
Meningkatnya
Fasilitasi
Kesejahteraan
Masyarakat di
Kecamatan

Indikator :
Persentase
Fasilitasi
Kesejahteraan
masyarakat
yang
dilaksanakan

100%

100%

100%

Rp.
387.132.000

Rp.
121.858.954

31,47
%

efisien

Sasaran :
Terjaganya
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat di
Kecamatan

Indikator :
Persentase
Tingkat
Penyelesaian

100%

100%

100%

Rp. 18.800.000

Rp.
9.900.000

52,65
%

efisien
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Sasaran dan Kinerja Anggaran Program Pendukung Kategori
No Indikator Sasaran Efisiensi
Sasaran Target | realisasi % Target realisasi %
5= 8=17/6
! 2 3 4 4/3*100 6 ! *100 9
Laporan dan
Pelanggaran
Ketertiban
Umum  serta
Ketentaraman
Masyarakat
JUMLAH Rp3.711.570.0 | Rp. 53,43 46,57%
28 1.983.205.06 | %
2

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Arjasa melampaui
target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait
langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp.3.711.570.028 terealisasi
Rp.1.983.205.062 atau 53,43%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi
penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian
kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan
penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2, 3 dan 4 termasuk
kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari Efisiensi belanja barang
dan jasa

Pada sasaran 1 termasuk kategori tidak efisien, karena meskipun % capaian lebih
tinggi dibanding % realisasi anggaran, namun % capaian kinerja < 100% atau

tergolong kinerja tidak optimal.
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- 2029

. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran

sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar

Renstra 2025 - 2029)

Kondisi Capaian Tahun 2025 Target Capaian (Benchmark)
Tujuan / Sasaran . Awal / N Akhir s/d 2025 Target
No . Indikator . . Kriteria .
Strategis Baseline- | Target | Realisasi % (kode) Renstra terhadap Nasional/
2024 (2029) target 2029 Regional
1 Meningkatnya kualitas | Indeks Pelayanan 2,8 4,3 3,05 70% | Sedang 4,68 70% Target Nilai IPP
Pelayanan Publik Di | Publik Kecamatan Nasional 3,68
Kecamatan (Indeks)
2 Meningkatnya Indeks Kepuasan 85,41 86 93,26 108 90 108% | Tidaktersedia
Kepuasan Masyarakat | Masyarakat % data
terhadap Pelayanan | (Indeks) benchmark/
Publik Di Kecamatan perbandingan
target nasional
3 | Meningkatnya Presentase 100% 100% T 81% 81% Tinggi 100 81% | Tidaktersedia
Akuntabilitas Klnerja | capaian  kinerja data
dan Efektivitas | program yang benchmark/
pencapaian target | tercapai (%)
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Kondisi Capaian Tahun 2025 Target Capaian (Benchmark)
Tujuan/Sasaran . Awal / o Akhir s/d 2025 Target
No . Indikator . . Kriteria .
Strategis Baseline- | Target | Realisasi % (kode) Renstra terhadap Nasional/
2024 (2029) target 2029 Regional
kinerja perangkat perbandingan
daerah target nasional
Nilai SAKIP 80,99 81 85,84 105 86 105% Target Nilai
Kecamatan AKIP Rata Rata
(Angka) Nasional : 71

(BB/ Sangat
Baik)
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C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.(Indeks)

a. Target tahun 2025 tercapai 3,05. Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian Sedang

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029)
adalah sebesar 70%

c. Tren realisasi menunjukkan Kestabilan

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada
data untuk bencmark indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” , didukung oleh

- sasaran 1 “ Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kecamatan

- sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian

target kinerja perangkat daerah

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

di Kecamatan

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

a. Target tahun 2025 tercapai 93,26 atau capaian 108%. Dengan demikian
target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th.
2029) adalah sebesar 108%

c. Tren realisasi menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada
data untuk bencmark indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator,perhitungan dilakukan dengan Perhitungan
nilai IKM yang datanya diinput dan diolah dari hasil Survei Kepuasan
Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)
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f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub

%

. Indikator Satuan | Target | Realisasi :
Kegiatan capaian
PROGRAM Persentase % 100% | 100% 100%
PENYELENGGARAAN Terselenggarakannya
PEMERINTAHAN DAN | pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK pelayanan publik di
tingkat kecamatan
Kegiatan Koordinasi | Persentase % 100% | 100% 100%
Penyelenggaraan Kegiatan | permasalahan  desa
Pemerintahan di Tingkat | atau kelurahan yang
Kecamatan ditindak lanjuti
Sub  kegiatan  Peningkatan | Jumlah Dokumen | Dokumen 12 12 100%
Efektifitas Kegiatan | peningkatan efektifitas
Pemerintahan di Tingkat | kegiatan
Kecamatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN | Persentase % 100% 100% 100%
MASYARAKAT DESA DAN | pelaksanaan program
KELURAHAN pemberdayaan yang
terfasilitasi
Kegiatan Koordinasi Kegiatan | Persentase % 100% 100% 100%
Pemberdayaan Desa terlaksananya
kegiatan
pemberdayaan desa
Sub  Kegiatan Peningkatan | Jumlah lembaga | Lembaga 10 10 100%
partisipasi masyarakat dalam | kemasyarakatan yang
forum musyawarah perencanaan | berpartisipasi  dalam
pembangunan di desa forum  musyawarah
perencanaan
pembangunan di desa
(lembaga
kemsyarakatan)
Sub  Kegiatan Peningkatan | Jumlah laporan | Laporan 12 12 100%
efektifitas kegiatan | peningkatan efektifitas

pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan

kegiatan
pemberdayaan
masyarakar di wilayah
kecamatan
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PROGRAM KOORDINASI | Persentase % 100% | 100% 100%
KETENTRAMAN DAN | penyelesaian laporan
KETERTIBAN dan pelanggaran
ketentraman dan
ketertibanumum di
tingkat kecamatan
Kegiatan Koordinasi Penerapan | Persentase Kegiatan % 100% | 100% 100%
dan  Penegakan Peraturan | Penegakan Perda
Daerah dan Peraturan Kepala | Prioritas di Wilayah
Daerah Kecamatan yang
Dikoordinasikan
Sub Kegiatan | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Koordinasi/Sinergi dengan | Koordinasi/Sinergi
perangkat daerah yang tugas | dengan Perangkat
dan fungsinya di bidang | Daerah yang Tugas
penegakan peraturan perundang | dan  Fungsinya  di
— undangan dan/atau Kepolisian | Bidang Penegakan
Negara Republik Indonesia Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Kegiatan Pembinaan RT,RW

v I

N

~
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Penyaluran bantuan Susu Ibu hamil dan balita stunting
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Kegiatan Pam Arjasa Bersholawat
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Kegiatan Pam Kadisah desa Kamal

. Berikut analisis dukungan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan”

Analisis dukungan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan
pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar
100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan publik yang memadai sehingga proses pelayanan dapat
berjalan dengan lancar.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih perlunya
peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan

publik yang lebih efektif dan efisien.
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Analisis dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik di Kecamatan”

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Koordinasi yang baik antara
pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta lembaga
kemasyarakatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Koordinasi lintas sektor
yang belum optimal, sehingga beberapa program belum berjalan secara
sinergis dan berkelanjutan.

Analisis dukungan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban
terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik di Kecamatan”

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Terjalinnya koordinasi yang
baik antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, Satpol PP, TNI/Polri,
serta unsur terkait lainnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
wilayah.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih adanya
pelanggaran ketertiban oleh sebagian masyarakat, seperti penggunaan

fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektiftas pencapaian

target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan 2 (dua) indikator

Indikator 1 “ Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)

a. Targettahun 2025 tercapai 81%. Dengan demikian target tercapai dengan
kriteria capaian Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th.
2029) adalah sebesar 81%

c. Tren realisasi menunjukkan adanya ketidakstabilan dari tahun ke tahun

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada

data untuk bencmark indikator yang sama.
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e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

Jumlah indikator program yang tercapai dibagi Jumlah seluruh indikator

program x 100%

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub

%

. Indikator Satuan | Target | Realisasi :
Kegiatan capaian
PROGRAM PENUNJANG | Persentase realisasi % 100% 81 % 81%
URUSAN anggaran
PEMERINTAHAN Persentase indikator % 100% 54% 54%
DAERAH KABUPATEN/ | program yang tercapai
KOTA Indeks Profesional Indeks 75,52 80,41 106%
ASN Perangkat
Daerah (Angka)
Kegiatan Administrasi | Jumlah laporan | Laporan 12 12 100%
Keuangan pertanggungjawaban
PerangkatDaerah keuangan
Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Orang O/B 13/14 13 100%
Gaji dan Tunjangan ASN yang Menerima
Gaji dan Tunjangan
ASN
Kegiatan Administrasi | Jumlah dokumen | dokumen 20 20 100%
Kepegawaian Perangkat | ketatausahaan dan
Daerah kepegawaian
Sub kegiatan Pengadaan | Jumlah Paket | Paket 30 20 66%
Pakaian Dinas beserta | Pakaian Dinas
Atribut Kelengkapannya beserta Atribut
Kelengkapan
Kegiatan Penyediaan | Jumlah laporan | Laporan 12 12 100%
Jasa Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang  Urusan
Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah Laporan | Laporan 12 12 100%
Jasa Pelayanan Umum | Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
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Kantor yang
Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan | Jumlah laporan | Laporan 100%
Barang Milik Daerah | Pemeliharaan
Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang  Urusan
Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan Unit 100%
Jasa Pemeliharaan,Biaya | Perorangan  Dinas
Pemeliharaan,dan Pajak | atau Kendaraan
Kendaraan Perorangan | Dinas Jabatan yang
Dinas atau Kendaraan | Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan Unit 100%
Jasa Dinas Operasional
Pemeliharaan,BiayaPemeli | atau Lapangan yang
haraan,Pajak dan | Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas | dibayarkan Pajak
Operasional atau | dan Perizinannya
Lapangan

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan efektiftas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
dengan indikator persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan
sebesar 100% dan terealisasi 81% sehingga % capaian adalah sebesar 81%
Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan
penganggaran,dukungan koordinasi antar perangkat daerah dan komitmen
dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan

Faktor penghambat ketercapaian program adalah Adanya penyesuaian
kebijakan dan refocusing anggaran pada tahun berjalan yang berdampak

pada penundaan atau pengurangan realisasi beberapa kegiatan

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

efektiftas pencapaian target kinerja perangkat daerah” tersebut diatas, dapat

disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan
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b. Adanya penyesuaian kebijakan dan refocusing anggaran pada tahun berjalan
yang berdampak pada berkurangnya realisasi anggaran serta tertundanya
pelaksanaan sebagian program dan kegiatan.

c. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari aspek sumber daya manusia
maupun kendala administratif dan teknis pelaksanaan, sehingga

mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan efektiftas pencapaian target kinerja perangkat
daerah “

a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam
menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pelaksanaan,
serta pelaporan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.

b. Meningkatnya pemanfaatan sistem perencanaan, penganggaran, serta
monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi sehingga membantu
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

a. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam
pemahaman penyusunan indikator kinerja dan pengukuran kinerja berbasis
outcome.

b. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan agar realisasi kinerja dan anggaran dapat lebih optimal.

c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi

kinerja guna meningkatkan kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan.

C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Indikator 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)

a. Target tahun 2025 tercapai 85,84 dengan persentase capaian 105% Dengan
demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi

b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029)
adalah sebesar 105%

c. Tren realisasi menunjukkan Adanya peningkatan dari tahun ke tahun
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d. Benchmark/ perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada
RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Arjasa

tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional

e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Arjasa
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP
Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/12/IR.1/35.09.410/2025
tanggal 29-9-2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan Il Tahun
2025 pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub

%

. Indikator Satuan Target Realisasi :
Kegiatan capaian
PROGRAM PENUNJANG | Persentase realisasi % 100% 81 % 81%
URUSAN PEMERINTAHAN | anggaran
DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase % 100% 54% 54%
indikator  program
yang tercapai
Indeks Profesional Indeks 75,52 80,41 106%
ASN Perangkat
Daerah (Angka)
Kegiatan Administrasi | Jumlah laporan Laporan 12 12 100%
Keuangan Perangkat Daerah | pertanggungjawaba
n keuangan
Sub kegiatan Penyediaan Gaji | Jumlah Orang o/B 13/14 13 100%
dan Tunjangan ASN yang Menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN
Kegiatan Administrasi | Jumlah  dokumen | dokumen 20 20 100%
Kepegawaian Perangkat | ketatausahaan dan
Daerah kepegawaian
Sub  kegiatan  Pengadaan | Jumlah Paket Paket 30 20 66%
Pakaian Dinas beserta Atribut | Pakaian Dinas
Kelengkapannya beserta Atribut
Kelengkapan
Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah laporan Laporan 12 12 100%
Penunjang Urusan | Penyediaan  Jasa

Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan
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Program/ Kgglatan/ Sub Indikator Satuan Target Realisasi %.
Kegiatan capaian
Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Laporan 12 12 100%
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan  Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan | Jumlah laporan Laporan 4 4 100%
Barang Milik Daerah | Pemeliharaan
Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Unit 1 1 100%
Pemeliharaan,Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan,dan Pajak | atau Kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas | Dinas Jabatan yang
atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Unit 3 3 100%
Pemeliharaan,BiayaPemelihara | Dinas Operasional
an,Pajak dan Perizinan | atau Lapangan yang
Kendaraan Dinas Operasional | Dipelihara dan
atau Lapangan dibayarkan  Pajak
dan Perizinannya

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan efektiftas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
dengan indikator persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan
sebesar 100% dan terealisasi 81% sehingga % capaian adalah sebesar 81%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan

penganggaran,dukungan koordinasi antar perangkat daerah dan komitmen
dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Adanya penyesuaian
kebijakan dan refocusing anggaran pada tahun berjalan yang berdampak

pada penundaan atau pengurangan realisasi beberapa kegiatan
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Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan efektiftas pencapaian target kinerja perangkat

daerah “ disebabkan .

a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam menerapkan

prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan

kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.

b. Meningkatnya pemanfaatan sistem perencanaan,

monitoring dan evaluasi

kinerja yang

terintegrasi

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

penganggaran, serta

sehingga membantu

a. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam

pemahaman penyusunan indikator kinerja dan pengukuran kinerja berbasis

outcome.

b. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran,

dan pelaksanaan agar realisasi kinerja dan anggaran dapat lebih optimal.

c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi

kinerja guna meningkatkan kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan.

C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai

dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi

No

Sasaran dan
Indikator
Sasaran

Kinerja

Anggaran Program Pendukung

Sasaran

Target

realisasi

%

Target

realisasi

%

Kategori
Efisiensi

2

4

5=
4/3*100

6

7

8 =
7/6*100

9

Sasaran :

Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
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publik di
kecamatan

Indikator: 86
Indeks
Kepuasan
Masyarakat

93,25

108%

Rp.388.800.
000

Rp.258.
600.000

66,51
%

efisien

2. | Sasaran:

Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja  dan
efektifitas
pencapaian
target kinerja
perangkat
daerah

Indikator : 81
Nilai Sakip
Kecamatan

85,84

105%

Indikator : 100% 81%
Presentase
capaian
kinerja
program yang
tercapai

81%

Rp.
2.916.838.028

Rp.
1.592.8
46.108

54,60
%

Tidak
efisien

Rata Rata Capaian Kinerja

93%

Rp.
2.916.838.028

Rp.
1.592.8
46.108

54,60
%

Tidak
efisien

JUMLAH

Rp.3.305.638.
028

Rp.1.851
446.108

56%

44%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Arjasa melampaui
target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait
langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp.3.305.638.028 terealisasi
Rp.1.851.446.108 atau 56%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi
penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian
kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan
penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori

efisien
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Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja barang dan jasa

Pada sasaran 2 termasuk kategori tidak efisien, karena meskipun % capaian lebih

tinggi dibanding % realisasi anggaran, namun % capaian kinerja < 100% atau

tergolong kinerja tidak optimal.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa, pada tahun anggaran 2025

didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 3.711.570.028

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional

dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :
1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.711.570.028

2. Belanja Modal sebesar Rp 0

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Anggaran Realisasi % Serapan
Kegiatan (Rp) (Rp) Anggaran

Program Penunjang Urusan | 2.916.838.028 | 1.592.846.108 54,60%
Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota
Kegiatan Al Administrasi | 2.309.099.228 | 1.317.726.273 57,06%
Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan A.1.1. Penyediaan | 2.309.099.228 | 1.317.726.273 57,06%
Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan A2 Administrasi | 15.000.000 14.980.000 99,86%
Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan A.2.1 Pengadaan | 15.000.000 14.980.000 99,86%
Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
Kegiatan A.3 Penyediaan Jasa | 543.633.000 256.087.335 47,10%
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan A.3.1. Penyediaan | 543.633.000 256.087.335 47,10%

Jasa Pelayanan Umum Kantor
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Kegiatan A4  Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

49.105.800

19.032.500

38,75%

Sub Kegiatan A.4.1 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan,dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

29.203.200

13.526.000

46,31%

Sub Kegiatan A.4.2 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan,Pajak dan
Perizinan  Kendaraan  Dinas
Operasional atau Lapangan

19.902.600

5.506.500

27,66%

Program B Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik

388.800.000

258.600.000

66,51%

Koordinasi
Kegiatan
Tingkat

Kegiatan B.1
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Kecamatan

388.800.000

258.600.000

66,51%

Sub Kegiatan B.1.1 Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan

388.800.000

258.600.000

66,51%

Program C Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

387.132.000

121.858.954

31,47%

Kegiatan C.1 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

387.132.000

121.858.954

31,47%

Sub Kegiatan C.1.1 Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan diDesa

1.364.000

1.290.000

94,57%

Sub Kegiatan C.1.2 Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

385.768.000

120.568.954

31,25%

Program D Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum

18.800.000

9.900.000

52,65%
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Kegiatan D.1 Koordinasi | 18.800.000 9.900.000 52,65%
Penerapan dan  Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

Sub Kegiatan D.1.1 | 18.800.000 9.900.000 52,65%
Koordinasi/Sinergi dengan

Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di  Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara  Republik
Indonesia
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Arjasa telah melaksanakan berbagai
program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan.
Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai
dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan
Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal
tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran
program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan
dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya perubahan dokumen perencanaan strategis dari Renstra periode
2021-2026 ke Renstra periode 2025-2029 yang berdampak pada
penyesuaian indikator, target kinerja, serta strategi pelaksanaan program
dan kegiatan.

2. Perubahan dan penyesuaian anggaran pada tahun berjalan yang
mempengaruhi konsistensi perencanaan awal serta realisasi pelaksanaan
program dan kegiatan.

3. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi sumber daya manusia
maupun optimalisasi sarana prasarana, yang mempengaruhi efektivitas
pencapaian target kinerja.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah
sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur Kecamatan Arjasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta berorientasi pada
pencapaian hasil.

2. Koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan dengan desa serta
perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan program dan

pelayanan kepada masyarakat.
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3. Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan
evaluasi kinerja yang semakin baik sehingga mendukung akuntabilitas

kinerja.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA
Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penyelarasan yang lebih
kuat antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, dan
penganggaran agar target kinerja lebih realistis dan terukur.

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan
kinerja, pelaporan, dan evaluasi melalui pembinaan dan peningkatan
kompetensi.

3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan
teknologi informasi guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan

berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran
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SK IKU KEC ARJASA 2025-RENSTRA 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN JEMEBER

KECAMATAN ARJASA

JL. SULTAN AGUNG no. 70 ARJASA JEMBER

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMEER

NOMOR : 000.8.6.3/ 04 /35.09.22/12025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA

KABUFPATEN JEMBER

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan FPasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri MNegara Pendayagunaan  Aparafur  MWegara — Nomor
FERMAM PAN/AZ00T tentang Pedoman Umum Penestapan Indikator
Kinefa tama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam
suatu Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember;

Lindang-Undang Momor 23 Tahun 2014 ftentang Pemerntahan Daerah,
sebagaimana felah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
LUindang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemenntah Momor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang PelaporankKeuangan
dan Kinerja InstansiPemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Momor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemernntah

Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana felah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara Nomor
0SM.PANDS200T tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinera

Litama di Lingkungan Instansi Pemenntah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara Nomor
20MPANM1/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Litama;

Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Momor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinera, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemernntah;



Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN :

- Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.

- Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

Diktum KEDUA bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi, dan

2. Mengukur keberhasiian pencapaian suatu tujuan dan sasaran sirategis
yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi.

- Indikator Kinernja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerjia yang
digunakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam:

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;

Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

panpTE

- Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

disusun dengan mengacu pada Indikator Kineja Utama Pemerintah
Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Arjasa
Kabupaten Jember.

- Keputusan Camat Anasa Kabupaten Jember ini mulai beriaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Februari 2025

NIP. 19700721 199803 1 004
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ARJASA KABUPATEN JEMEBER

NOMOR - 000.8.6.3/ 04 13508 22/2025

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
ARJASA KABUPATEM JEMBER

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMEBER

Instansi Kecamatan Arjasa
Tugas Melaksanakan sehagian kewsnangan Femerintahan yang dilimpahkan oleh Bupafi untuk menangani sebagian
urusan Pemerintahan Kabupaten.
Fungsi - a.Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
¢. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Melaksanakan koordinasi pemelinaraan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diingkat Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Tujuan Meningkatkan fata kelola pemerintahan yang baik (good govemance) dan bersih (clean government) seria
profesionalitas Pelayanan Publik.
Indikator Tujuan © Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya
pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KAEUFPATEN JEMEER
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KERJA FORMULASI PERHITUNGAN PENBAJE\)I%%?JNG SUMBER DATA
UTAMA DAN PEMJELASAN
JAWAB
1. | Meningkainya penataan | (Indikator Tujuan)Penjelasan Indikator : Camat Data penataan
organisasi pemerintah | Jumiah Dokumen ) lorganisasi, kinerja
daerah dan tata laksana | Penataan Organisasidan|| Srocdianya Dokumen Ipelayanan publik
penyelenggaraan Tata Laksang Fenataan Ul‘gal_1|535| dan Tata idan tata laksana
pemerintahan dan | Pemerintah Daerah Laksana Femerintah Daera,

pelayanan publik.

lantara lain herupa :

*  Dokumen LAKIP

+ Dokumen Anjab (antara lain|
berupa dokumen anjab,
beserta dokumen ABK, dan
peta jabatan)

» Dokumen Penataan
Organsasi/ kelembagaan
antara lain berupa data
pengisian evaluasi mandin
kematangan organisasi,
laporan sistem kerja

= Dokumen Pelayanan Publik
dan Tata Laksana (antara
lain berupa dokumen
Standar Pelayanan,
dokumen SOF pelayanan
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publik, laporan Survei
Kepuasan Masyarakat,
laporan Forum Konsuitasi
Pubiik/iFKP, peta proses
bisnis)

Meningkainya Kepuasan
Masyarakat dalam hal
Pelayanan Publik yang
Merata dan Berkualitas di
Kecamatan

Indeks
Masyarakat

Kepuasar|

Penjelasan Indikator :

1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
merupakan data dan
informasi tentang fingkat
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik

2. Perhitungan niiai IKM
datanya diinput dan diolah
menggunakan melalui
Sistem informasi (e-SUKMA)

3. Indeks Kepuasan
Masyarakat berpedoman
pada PermenPANRB nomor
14 tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan
Publik

4_Unsur pelayanan yang dinilai
dalam IKM, meliputi
+ [Kesesuaian persyaratan
* Sistem, mekanisme dan

- Seksi
Pemerintahan

- Seksi
Pelayanan
Umum

- Seksi PMKS

- Seksi Trantib

prosedur pelayanan
* Waktu penyelesaian
* Biaya / tarif

SUKMA-E

* Produk Spesifikasi, Jenis
Pelayanan

+ Kompetensi pelaksana

« Perilaku pelaksana

« Penanganan pengaduan
. saran dan masukan

» Kualitas sarana dan
prasarana

Meningkatnya Fasilitasi
Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan

Persentase
Kesejahteraan
masyarakat
dilaksanakan

Fasilitas

yang|

Formulasi Kegiatan :

Jumiah kegiatan
pemberdayaan masyarakat
yang difasilitasi

x 100%

Jumlah kegiatan
pemberdayaan masyarakat
yang ditargetkan/
direncanakan

Penjelasan :

- Kegiatan pemberdayaan
Masyarakat adalah seluruh
kegiatan pemberdayaan
ekonomi dan sosial
masyarakat, antara lain
berupa pelatihan

keterampilan, sosialisasi,

Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Sosial

Dokumen laporan
fasilitasikegiatan
pemberdayaan
masyarakat
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fasilitasi penyaluran bantuan
bahan /alat

Terjaganya ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat di Kecamatan

Persentase
Penyelesaian Laporan
dan
Ketertiban Umum serta
Ketentaraman
Masyarakat

Tingkat

Pelanggaran

Formulasi Perhitungan :
Jumlah laporan/aduan
pelanggaran ketertiban

masyarakat yg diselesaikan.

100%
Jumiah laporan/aduan
pelanggaran ketertiban

umum dan ketentraman
masyarakat yg masuk

Penjelasan indikator :

umum dan ketentraman

X

Laporan/aduan pelanggaran
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
yang masuk adalah
berdasarkan Laporan
gangguan ketertiban dan

Seksi Trantib

Dokumen
laporany aduan
pelanggaran
ketertiban umum
dan ketentraman
masyarat di
kecamatan

ketentraman umum melalui
berbagai media pengaduan
antara lain laporan langsung
(lisan) , surat pengaduan,
melalui pesan singkat pada
nomor WA pengaduan,
SPAN Lapor ataupun media
sosial kecamatan.

Meningkatnya kualitas|
pengelolaan keuangan dan|
aset daerah yang|
profesional, efektif, dan|
efisien.

(Indikator Tujuan)Nilai
SAKIP OPD

Penjelasan Indikator :

2. Kategori dan nilai hasil

Nilai SAKIP PD adalah Nilai
Hasil evaluasi atas

implementasi AKIP PD yang
penilaiannya dilakukan oleh
evaluator Kabupaten Jember

evaluasi AKIP berpedoman
pada PermenPANRB nomor
88 tahun 2021 dan Pedoman
Evaluasi Internal di Pemkab
Jember

Camat

Laporan  Hasil
Evaluasi AKIP
dari Inspektorat

Meningkatnya Efektifitas
Pencapaian Target Kinenja
Perangkat Daerah

Persentase Indikator
Program yang tercapai

Formulasi perhitungan:
Jumlah indikator
program yang

tercapai.

Sekcam

Data
Pelaksanaan
Program
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x 100%
Jumiah seluruh
indikator program

IPenjeiasan indikator:

Indikator program adalah indikator|
seluruh program PD yang
direncanakan pada tahun 2024
berdasarkan dokumen renja, dan
DPA

= \
APV \
:/‘ AUZLS Sos M Si
Pembina Tk. |

NIP. 19700721 199803 1 004
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SK IKU KEC ARJASA 2025-RENSTRA 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA

Ji.Sultan Agung No.70 Jember 68191 Telepon (0331) 540501
kec.afasa@jemberkab.go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 000.7.2.7/477/35.09.22/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA

PADA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

CAMAT ARJASA KABUPATEN JEMBER.,

1.

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayazunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu  menetapkan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat
(1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025
tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang
perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan
Arjasa Kabupaten Jember

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b msaka perlu
menetapkan Surat Keputusan Camat Arjasa tentang
Indikator Kinerja pada Kecamatan Arjasa Kabupaten
Jember

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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Menestapkan :

EESATU

EEDUA

EETIGA

EEEMPAT

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2023 HNomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Mimmal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemernntah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Ewvaluasi Pelakzanaan Fencana Pembangunan Dasrah;

6. Peraturan Menteri MNegara Pendayapunaan Aparatur
Megara Womor FPEESO9/M PAN/S/2007 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instan=zi Pemernntah;

|

Peraturan Menteri Nepara Pendayapunaan Aparatur
HNepara HNomor PEE/Z0/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Einerja Utama;

8. Peraturan Daerah EKabupaten Jember Nomor 3 Tahun

2025 tentang Fencana Pembangsunan Jangka
Menengah Dasrah Kabupaten Jember Tabhun 2025-

2029,

MEMUTUSEAN :

: Indikator Kinerja Kecamatan Arjaza Kabupaten Jember

: Indikator Kinerja Kecamatan Arasa KEabupaten Jember

sebagpaimana dimaksud dalam Diktum EESATU terdin damn
1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :

a. Indikator Kinerja Sasaran vang bukan merupakan I[EU

: Indikator Einerja Kecamatan Arasa Kabupaten Jember

sebagaimana dimaksud dalam Dhkium EEDUA tersebut
dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpizahkan dan
keputuszan ini;

: Indilator Kinerja sebagaimana dimalksud dalam Diktum

EEDUA bertujuan untulk :

[1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan
diperlulkan dalam menyelengparakan mansjemen kinerja
Organlsasl

[2) Mengulur keberhacilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran stratepis yang digunakan untuk pebaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja organizasi
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KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang dizunakan
dalam :

a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Arjasa

b. Perencanaan lonerja dan Anggaran Tshunan di
Lingkup Kecamatan Arjasa

c. Penyusunan Dokumen Penanjan Kinerja di Lingkup
Kecamatan Arjasa

d. Pelaporan Kinera di Lingkup Kecamatan Arjasa

e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Arjasa

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinera
Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Camat Arjasa

atentJember,

J'l\
1 Pt: omo,ST. M.Si

Pembina Tk.I /TVb
Nip.19780905 200212 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.-
1. Sdr. Sekretaric Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
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Lampiran Keputusan Camat Arjasa
Tanggal :
Nomor :000.7.2.7/ 477 /35.09.22/2025

RINCIAN INDIEATOR KINERJA PADA KECAMATAN ARJASA
HEABUPATEN JEMEER

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Arjaca

a. Tugas

menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Dasrah dan Peraturan Bupat:;

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan wmum;

mengkoordinasikan penyelengearaan kepiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

membina dan mengawasl penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesual peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

melaksanakan penyelecaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;

melakcanakan Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat
Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

melakzanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

Pembinaan Wawasan Kebangszaan dan Ketahanan Nasional dalam Fangka Memantapkan Pengamalam Pancasila,
Pelaksanaan Undang-T'ndang Dasar Negara Eepublik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Fepublik Indonesia
Facilitasi, Kcordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pembimaan Kerukunan Antarsulku dan Intrasuku, Umat Beragama, Fas, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Penglroordinasian Penanganan Eonflik Sosial Seswal Ketentuan Peraturan Perundang-Undanpgan
Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Penglcoordinasian Perencanaan dan Pelakcanaan Tugas Ferum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Pengloordinaszian Penyelenggaraan Ketemtraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
Penglcoordinacian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pengloordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum

Sinkronizasi perencanasn dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertilkcal terkait di tingkat
kecamatan,

Pengloordinaszian penyuluh dam atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyulub dan atau
pendawmping di tinglat kecamatan dan desa/lkelurahan,

Pengloordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

Pengloordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan
Kecamatan,

Pelakcanaan kewenangan daerah yang tidalk dilalkecanakan oleh Perangkat Dasrah tingkat kabupaten,

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelalczanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan

Pelak=zanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan

Pengloordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
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penyusunan laporan pertangsungawaban atas pelaksanaan tugas;
pelakcanaan pengawacan dan koordinaci peningkatan linerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan

pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanasn pembanpgunan diwilayah kecamatan:

pembinasn dan pengawasan sserta pengevaluasisn terhadsp ssluruh program kerjs dan kegiatan di wilayah kscamatan;

pengkoordinasian dengan instanzi terleait dalam ranglka pelakzanaan tugas;

pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

pemberian fazilitazi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keusngan deza, pendayagunaan aset desa;

pembkerian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, peranglkat desa, badan permusyawaratan desa, dam

lembaga kemasyarakatan desa;

peraberian fazilitazi pemilihan lepala deza, mevebomendasilran penganglatan dan pembarhentian peranglrat deza;

pemberian facilitasi pemetapan lokasi pembangunanm kawasan pedesasn, serta pemyusunan perencamaan pembanguman

partisipatif;

pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

pemberian fasilitas] penataan, pemaniasatan dan pendayagunaan ruang desafkelurahan, penetapan dan penegasan data

doca flcelurahan | corta penyucunan prograrm dan pelakcanaan pemberdayoan macyaralat deca fleelurahan;

pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksamaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah

kecamatan;

pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahlcan oleh Bupati;

penyusunan laporan pertanssunsjawakan atas pelakszanaan tugas;

pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan dizsiplin pegawai Kecamatan; dan
pelakcansan tugas-tugac lam yang dibenlkan oleh Bupati secusi ketentuan peraturan perundangundangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR

TUJUAN / FORMULASI SUMBER | PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL DATA JAWAR
UTAMA
1 | Mzningkatnya | Indzks IPFP = [75%=x 4. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen Dolumen Camat

Kualitas Pelayanan nilai form 02) + penilaian lualitas pelayanan publik yang penetapan

Pelayanan Fublik (25% = nilai #ﬂ%@?jﬂ Per?f_;wz';mn ‘::;:rw Nilai IFF Tim

Publik di Kecamatan. form 03) =gara Lan DEIDrmAsl Dirokrasi Derpedoman a Crgamisasi

Kecamatan {Indeks) Menten Pendayagunasn Aparatur Negara Dan

Feformasi Birkorasi Fepubklik Indonesia Nomor 5
Tahun 2023 Tentang Mekamsme Dan Instrumen
Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelengzaraan
Pelayanan Publik

b. IPP Peranghkat Daerah adalah angka indel= hasil
penilzian mandiri (Form F-01 | Perangleat Daerah,
cetelah dilaloulcan pengolahan data dan review oleh
Tim Pengolah Data Bagian Organisaci

=. Form 01 adslah form isian [ asesmen mandin
perangkat Dasrah pada & aspek kualitas pelayanan
publil:, yaitu Aspek kebijalsan pelsyanan, aspek
profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi,
konsultasi | pengaduan, dan inovasi

d. Form 03 adslah form i1sian dari masyarakat/
pengsuna layanan perangkat dasrah dan unit
pelayanan publik

=. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian
Organicaci terhadap isian Form 01 peranglet Daersh
dengan pembobotan per acpel: -
Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai
berikut :

* Tersedia Standar Pelayanan (SF) sesual dengan
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NO

TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
erlaku {(Bobot 17.0%)

Proses penyusunan dan perubahan SP telah
libatlcan unsur keat (bobot 14,0 %)
Jumlah media publikasi untuk komponen servics

delivery. (bokot 7,0%)

Telah dilakukan peninjauan ulang secara berlcala
atas Standar Pelayanan dan hasil p

ulang tersebut telah d.mndaklsmuh (bobot 14,0%)
P sikdus Makl Pelgyanan

dx P dan publikasi). (bobot

10.0%|

SKM yang dilal kan sesual d P
Menteri PANRB [oobot 17,0%)

Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)
Persentase tindak lanjut hasil SKM yang
ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)

Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jeris
pelayanan (bobot 7.0 %}

Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)

Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan
pengpuna layanan (bobot 10,0%)

Tersedia Kode Etik dan Kode Penlalu Pelaksana
dan/atau Budaya Pelayanan di linglungan instansi
{oobot 20,0%)

Tersedia mek yang dib untuk 1
dan m tlean motivasi kexja Pelaksana
pelayanan (bobot 20,0 %)

Tersedia kyiteria pemberian pengharzaan baz

NO

TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

pegawal yang berprestasi (bobot 20,0%)

* Tersedia pelal yang plkean budaya
pelayanan (bobot 30,0%)

Aspek Sarana dan Prasarana (18%)

* Tersedia parkir d fasilitas pendul

yang memadai. (bobot 15%)

Tersedia ruang tungzu dengan fasilitas wajib dan
pelengkap (bobot 23%)

Tersedia sarana toilet pengguana layanan yang
layak pakai. (bobot 20%)

Tersedia sarana prasarana bagl pengguna layanan
kelompok rentan (bobot 20%)

Tersedia (oobot 11%)
Sarana Front Office [FO) bagan Informasi di unit
layanan. (bobot 11%)

Aspek SIPP (Bobot 11%)

tersedia sistem informasi
informasi publik (bobot 30,0%)
Tersedia sistem informasi pelayanan publik
penduloang operasional pelayanan (kobot 20,0%)
Kualitas penggunaan SIPP Elektronik
(Website /Aplikasi) (bobot 20,0%)
Permulktahiran data dan informasi kanal digital
(oobot 30,0%)

publik untulk
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NO

TUJUAN /
SASARAN

INDIEATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMEER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)

* Tersedia sarana konsultaci dan pengaduan secara
tatap mulka yang berlualitas (bobot 20,0%)

* Tersedia sarana dan media konsultasi serta
pengaduan yang kisa diamnfastlkan semua
lapizan masyarakat (bobot 25,0%)

* Tersedia aluntabilitas hasil konsultasi dan/atau
pengaduan (kobot 25,0 %)
Tersedia findak larjut atas konsultasi dan
pengaduan darn semua lapisan masyarakat.
[eobot 30,0%)

Aspek Inowasi (12%:)

* Penciptasn Inovasi Pelayanan Publikk S0%

*  Sumber daya yang mendulung keberlarmjutan
Inovasi Pelayanan Publile 50%

Kategon dan Nilai IPF -

* Kategori A (4,51 — 5,00) = Pelayanan Prima

* Kategori A- (4,01 -4,50) = Sangat Baik

*+ Kategon B (3,51 - 4,00) = Baik

¢ Kategori B (3,01-3,50) = Baike DC)

¢ Kategonm C (2,51 - 3,00) = Culup

¢ Kategori C- (2,01 - 2,50) = Culoup (DC)

¢ Kategori D (1,51 - 2,00) = Prioritas Pembinaan

* HKategon E (1,01 - 1,50] = Prioritas Fembinasan

NO

TUJUAN /
SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

FORMULASI
PENGUKURAN

DEFINISI OPERASIONAL

SUMEBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Indeks
Kepuazan
Masyarakat
(Indeles)

KM = Total dan
[milal persepsi x
nilai
penimban] /
Total
penimbang dari
seluruh
pertanyasn
yang terisi

Milai Muta
Pelayanan =
EM [/ Mla
Perzeps=1
Pelayanan x
100

a.

e

. Indeks Lkepuassan Masyarakat

Indeks Kepuacan Masyaraleat [[KM) merupalan data
dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan publik

. Perhitungan milsd [KM datanya dinput dan diclah

Survel Kepuasan Masyarakat Eleliromle (e-SUKMA)
berpedoman  pada
Peraturan Menteri PANFE nomor 14 tahun 2017
tentang Pedoman Penmyusunan Swvel Kepuasan
Masyarakat Umit Pelayanan Publik

. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SEM meliputi -

- Kesesuaian pelayanan

- Sistem, Mekanicme dan prosedur

- Waltta Pelayanan

- Bigya/Tarid

- Produk, Spesifilazi dan jenis pelayanan

- Kompetensi pelalccana

- Perilalu pelaksana

- Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- Kualitac carana dan pracarana

Kategori dan Nilai IKM (Nilsi Interval korelesi) :
* Kategori A (88,31 - 100) = Sangat Baik

* Kategori B (76,61 — 88,30) = Baik

* Kategori C (65,00 - 76,60) = Kurang Bail:
* Kategori D [25,00 - 64,99) = Tidak Baik

e-SUKMA
Peranglat
Diasrah

Camat
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Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

INDIEATOR
TUJUAN / FORMULASI SUMBER | PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL DATA JAWAB
UTAMA
Meninglkatnya | NILAI  SAKIP | Nilai SAKIP diuloar *  HNilai SAKIP didapatksan dari Hasil evaluasi Laporan Camat
Alkuntabilitas | Perangkat pada 4 |empat| Inspektorat Kabupaten Jember terhadap Hasil
Kinerja dan | Daerah komponen, dengan penerapan AKIP Peranglat Daerah Eveluasi
Efektivitas bobot penilaian per *+ Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP SAKIP  daxri
Pencapaian komponen, yaita berdasarkan Peraturan Menten Inspelctorat
Target Kinerja & Eienmnﬁ“; Pendsyagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Peranglkat : tai%% 5 Birckrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang
Daerah o - faga Pedoman Evaluasi Aluntakilitas Kinerja
paluh); Instansi Pemerintal, yaitu :
b. Pengulouran Predileat AA (Nilai >30-100) :Sangat
Kinegja, milai Memuaskan
total 30 (tiga Predikat A (Nilai »80- 90] : Memuaskan
puluhl; Predileat BB (Nilai >70 — 80) : Sangat Baile
c. Felaporan Predikat B [Nilai =60 — 70| : Cultup Memadai
Kinerja, nilai Predileat C [Nilai 30 — 50] : Kurang
total 15 [lima Predileat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang
belas |; dan
d. Evalaasi
Internsl, nilai
total 235 milad
[dua puluk
lima ).
Dengan sub
masing aspek :
INDIKATOR
TUJUAN / FORMULASI SUMBER | PENANGGUNG
NO SASARAN KINERJA PENGUKURAN DEFINISI OPERASIONAL DATA JAWAR
UTAMA
Keberadaan 20%
FKaaalitas 30%
Pemanfaatan 50%
Precentace Capaian Laporan Camat
Hinerja Program Fealizasi Kinega x 100% Kinerga
yang Tercapai (%o Target Kinerja Kecamatan

Camat Arjasa

e MQ"D

abupaten Jember,

ri Purnomao ST. M.S1i

Pembina TkI IV
Nip. 19780805 200212 1 005
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA

JI.Suitan Agung No.70 Jember 68191
Telepon (0331) 540501

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini
Nama . A.Fauzi,S.Sos M .Si
Jabatan : Camat Arjasa
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama . Muhammad Balya Firjaun Barlaman
Jabatan ; Pit Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad| tanggung jawab kaml.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian Iini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

A.Fauzi,S.Sos M.Si
NIP. 19700721 199803 1 004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN ARJASA
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS =i
(1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya penataan | Jumlah dokumen penataan| 4 Dokumen
organisasi pemerintah | organisasi dan tata laksana
daerah dan tata laksana pemerintah daerah
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan
_____ publik
2  Meningkatnya Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat 85
Masyarakat  dalam hal
Pelayanan  Publik yang
merata dan berkualitas di
Kecamatan Arjasa
3 | Meningakatnya fasilitasi | Persentase Fasllitas 100%
kesejahteraan masyarakat di | peningkatan  kesejahteraan
Kecamatan masyarakat yang
dilaksanakan
4 | Terjaganya ketertiban umum | Persentase tingkat 100%
dan ketentraman masyarakat | penyelesaian laporan dan
di kecamatan  pelanggaran ketertiban umum
serta ketentraman
______ | masyarakat
5 | Meningkatnya kualitas | Nilai Sakip OPD B (69)
pengelolaan keuangan dan
Aset daerah yang |
profesional, efektif dan efisien
6 | Meningkatnya efektifitas | Persentase Indikator 85%
pencapaian target kinerja | Program tercapai
perangkat daerah e
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 3.331.967.018,00 APBD
Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 388.800.000,00 APBD
dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 592.733.000,00 APBD
Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Rp. 58.800.000,00 APBD
Ketertiban Umum
Jumiah Rp. 4.372.300.018.00 APBD
Jember, 10 Februari 2025
- Pinak:Pertama

‘ cémam]asg
e

A Fauzi,S Sos M Si
NIP- 18700721 199803 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA

JI.Sultan Agung No.70 Jember 68191
Telepon (0331) 540501 kec.arjasa@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Andri Purnomo, ST.,M.Si

Jabatan : Camat Arjasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 24 September 2025
Pihak Perfama
Camat Arjasa,

Andri Purnomo, ST.,M.Si
NIP. 19780905 200212 1 005
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025
KECAMATAN ARJASA
TUJUAN / SASARAN
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks  Pelayanan  Publik 43
Pelayanan Publik di | Kecamatan (Indeks)
Kecamatan
2 | Meningkatnya Kepuasan | Indeks Kepuasan Masyarakat 86
Masyarakat terhadap | (Indeks)
Pelayanan Publik di
Kecamatan
3 [ Meningkatnya akuntabilitas | Presentase Capaian Kinerja 100 %
kinerja dan efektivitas | Program yang Tercapai (%)
pencapaian target kinerja | Nilai Sakip Kecamatan (Angka) 81
perangkat daerah
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Rp. 2.916.838.028,00 P-APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Rp.  388.800.000,00 P-APBD
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 387.132.000,00 P-APBD
Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentramandan Rp. 18.800.000,00 P-APBD
Ketertiban Umum
Jumliah Rp. 3.711.570.028,00 P-APBD

Jember, 24 S&ptember 2025

NIP. 19780905 200212 1 005
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KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Arjasa

SASARAN RPIMD : Meningkatnys kualitss pengelolaan keuangan dan azet daerah yang profesional, efeksif, dan efizien,
INDIKATOR : NILAI SAKIP

-
Ueringratmye tonites
wesangan den
32t yang Mo 220 0PD B 8§7) LY LX) M)
Ircfezizns | atacrt Zan
efsien.
aringsaye Shas
Pencapsian Target Kinede Pessentase Indhator Frogrem yeng escapal H% 0% 5% 8% B%
Pesangiat Deessh
NON RUTIN

INDIKATOR : Keterzedizan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daersh

Smsran gan b lsizans umiah Dzhuman Panstsen Organizas gan Tats |
4D aon 4 Dok 400k apa
gemesntshan gan j
selsyanen patis.
\enngiamys Kapuszen
Vmzysrmiat saam ta
st |idsts Kapunzan wavamment e & 20 & 120
dan Sesusites 3 Kacamstan
WaringiaTys Sasime
Kesmjarizrman Masjarakat @ |5 STRO Faniac Kessjehtensan masymuia | o0s 100% 103% 12o% 100%
Kecasiatan |yang Eabzanekan
Tersparys ketemban umar  |Sasmantace Tigkat Panyslezsian Laoorsn dan
dan kstsnvaman ravymeeimt 3 Paangparen Kawesen Umius sants 0% 100% 100% 0% 100%
Im Kametararmar Uszysesiat
Jember,  8peil 2023
ARIEF TYAHYONO SE
Pembina Utams Muda Penats 1kl
NIP. 19661015 199602 1 001 NIP. 19811220 200012 1001
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Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

No. Tujuan Sasaran | Tujuan/Sas sE
aran 1 2 3 4 5
(2025) | (2026) | (2027) | (2028) | (2029)
1 Meningkatny Indeks 43 4 64 4. 66 4 67 4 68
a Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik
Publik di Kecamatan.
Kecamatan (Indeks)
Meningkatn | Indeks 86 87 88 89 90
ya Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat | (Indeks)
terhadap
Pelayanan
Publik di
Kecamatan
Meningkatn | Presentase 100% 100% | 100% 100% 100%
ya Capaian
akuntabilita | Kinerja
s kinerja | Program
dan yang
efektivitas | Tercapai
pencapaian | (%)
target Nilai Sakip 81 82 83 84 86
kinerja Perangkat
perangkat Daerah
daerah (Angka)
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